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Mengingat

SALINAN

BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEIYAI,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2022, menyatakan standar harga
satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana
kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
Pasal 20 ayat 5 standar harga adalah besaran harga yang
ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah
dalam perencanaan kebutuhan;

c. bahwa standarisasi harga satuan barang dan jasa
Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun 2021, disusun sebagai
acuan pengadaan Barang dan Jasa dalam penyusunan
rencana Kegiatan Tahun 2022;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Barang

dan Jasa Tahun Anggaran 2022;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua menjadi Undang-‘Undang (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor
4884);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438};

5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4807);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 57);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI  SATUAN
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Deiyai.

2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah pada perangkat daerah Kabupaten Deiyai selaku pengguna
anggaran / pengguna barang.

3. Pengguna anggaran yang selanjunya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi OPD yang di pimpinnya.

4. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang mengacu pada program yang
dilaksanakan dan dianggarkan OPD selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

5. Lumsum adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besaranya telah
ditetapkan terlebih dahulu, tanpa melihat kurang atau cukupnya pemakaian
dan tidak diperlukan bukti-bukti pengeluaran secara rinci.

6. At Cost adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya berdasarkan
pengeluaran ril dengan didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah secara
rinci.

7. Standar Satuan Harga adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan
sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten
Deiyai dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup standarisasi satuan harga barang dan jasa Pemerintah
Kabupaten Deiyai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

Standarisasi satuan harga honorarium,;

Standarisasi satuan harga diklat dan kepegawaian;

Standarisasi satuan harga alat tulis kantor;

Standarisasi satuan harga perjalanan dinas dan sewa kendaraan,

Standarisasi satuan harga konsumsi;

Standarisasi satuan harga cetak, penggandaan dan publikasi;

Standarisasi satuan harga sewa alat dan gedung pertemuan;

Standarisasi satuan harga jasa lain-lain;

Standarisasi satuan harga pemeliharaan dan suku cadang;
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Standarisasi satuan harga alat rumah tangga dan per.
Standarisas; < uan harga pajak kendaraan dinas;

‘ e atuan harga meubelair kantor;

. StandarTsaSI satuan harga alat listrik dan elektronik;

Standarisasi satuan harga komputer dan perangkat komputer;

Standarisasi satuan harga bahan bakar dan pelumas;

Standarisasi satuan harga alat Kesehatan;

Standarisasi satuan harga bahan medis habis pakai;

Standarisasi satuan harga obat;

Standarisasi satuan harga perlengkapan PNS dan sekolah;

Standarisasi satuan harga basic price (standard satuan harga bahan dan

upah);

Standarisasi satuan harga sembako;

Standarisasi satuan harga bidang perhubungan;

Standarisasi satuan harga bidang ketahanan pangan dan hortikultura;

Standarisasi satuan harga bidang perkubuanan dan peternakan;

Standarisasi satuan harga bidang kelautan dan perikanaan.

(2) Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
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BAB III
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 3

Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga tertinggi
yang terdapat di Kabupaten Deiyai dan sudah termasuk pajak serta overhead

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Terhadap satuan barang dan jasa yang pelaksanaan/ belanja menggunakan E-
Katalog, dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk barang milik daerah
tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Apabila terhadap harga barang-barang sembako, perangkat komputer, alat
elektronik, bahan bangunan dan bahan bakar minyak, sewaktu-waktu berubah

sesuai dengan perkembangan perekonomian, dan standard satuan harga barang
dan jasa dalam Peraturan Bupati ini tidak sesuai lagi, maka acuan harga

menggunakan harga pasar pada saat itu.
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System at cost. pergi-pulang (PP) diberikan dengan

2
(2) I:t‘:;;:s:t tgtslgfr(:rmsi Pesawat udara untuk:
o y» Eselon 1V ¢
b. Bupati, Wakil Bupati,
kelas bisnis,
(3) Ketentuan Kapal Laut untuk:
a. Pejabat Eselon 1I, Eselon I, Eselon IV dan staf maksimal
menggunakan kelas 1; dan
b. ?3g)ati’ Wakil Bupati, Pejabat Negara menggunakan kelas Eksekutif
(4) Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal diatur sesuai dalam
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya harus atas
persetujuan Pengguna Anggaran.
(5) Biaya penginapan diberikan dengan system at cost sesuai dengan bukti
penginapan.

an staf menggunakan kelas ekonomi;

Pejabat Negara, danEselon Ii menggunakan

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas meliputi transportasi darat/ taksi, uang harian diberikan

dengan system lumpsum.
(1) Biaya transportasi darat pergi pulang (PP)/ taksi diberikan sistem

lumpsum.
(2) Ketentuan taksi dan transportasi darat di luar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diberikan apabila pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
telah menggunakan transportasi yang dibiayai dengan sewa mobilitas
darat secara kolektif.

Pasal 8

(I) Uang harian diberikan dengan sistem lumpsum sesuai dengan lamanya
perjalanan dinas yang dihitung dari tariff biaya uang harian dikalikan
dengan lamanya perjalanan dinas riil.

(2) Lamanya perjalanan dinas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar perhitungan uang harian setinggi-tingginya sebanyak hari
yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD}.

(3) Hari keberangkatan dari Deiyai dan hari kedatangan di Deiyai masing-
masing dihitung sebagai 1 (satu) hari perjalanan dinas penuh.

v
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(4) Satuan biaya uang harian i :

Pejabat Negara, Pegjabat Esgifgﬁ;'m;in dll'ml iy s ot WAk Brpes
dimaksud pada ayat (1) tcrcan):umg “SCItarc[’il;an dan staf sebagaimana
bagian yang tidak terpisahkan dari Pcralt)ﬁi: B m?l'rf‘m' A
(5) Khusus untuk perjalanan di lal ; updtl'"-“.
(dildat) di luar anan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan
T uat kota| Deiyai yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari
Evio ot osrp S o s b s
. are agaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk hari ke-6 (keenam) dan seterusnya, tercantum pada Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Biaya perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan (dikiat) di
luar kota Deiyai ditanggung oleh masing-masing OPD.

(7) Khusus untuk peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di dalam kota
Deiyai diberikan uang transport peserta diklat sesuai ketentuan yang
mengatur tentang indeks biaya pendidikan dan pelatihan pegawai negeri
sipil Kabupaten Deiyai.

(8) Perjalanan dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada standard biaya
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 9

(1) Setiap pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas wayjib
membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan
bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani

pejabat tempat tujuan dan stempel serta dilampiri tiket, airport tax dan

bukti pendukung lainnya.

(2) Apabila laporan tertulis pe
pada ayat (1) belum dibuat mak
tidak boleh melakukan perjalanan dinas berikutnya.

Pasal 10
g satuan harga barang dan jasanya belum
ang

dapat berpedoman pada standard hargay :
esmi atau harga pasar sesual

rtanggungjawaban sebagaimana dimaksud
a pejabat/ pegawai yang bersangkutan

Untuk jenis barang dan jasa ygn
diatur dalam Peraturan Bupati ini, edo
ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ InstitusiT

peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya,

. L memerint;
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya ( Intahkan Pengundangan

alam Berita Daerah

Ditetapkan (i Waghete
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI DEIYA],
ttd

ATENG EDOWAI

Diundangkan dj Deiyai
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,
ttd

YAN GIYAI, S.Sos, MT

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2021 NOMOR 6

« \\0- /
RUD{_,{\ ISAK FURIMBE, SH-

NIP.19 Sé'l 1012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura; .
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;

. ala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete; s
2 g;fa Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai di Waghete.
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